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Abstrak 
Kesadaran hukum merupakan kesadaran yang lahir dari diri sendiri tanpa adanya unsur paksaan untuk 
menaati hukum. Penerapan hukum di masyarakat akan sangat efektif bahkan tidak diperlukan adanya sanksi 
manakala kesadaran hukum ini telah terbentuk. Melalui kesadaran hukum ini akan mendorong terciptanya 
budaya hukum yang baik serta mendukung dalam proses penegakan hukum sebagaimana yang telah 
diungkapkan oleh Lawrence M. Friedmann didalam bukunya yang berjudul, “Sistem Hukum”. Menurutnya, 
ada tiga aspek yang mendukung terciptanya penegakan hukum yang efektif yakni materi hukum (substance), 
budaya hukum (culture) dan struktur hukum (structure). Paralegal memiliki peran penting dan strategis 
dalam memberikan bantuan hukum masyarakat miskin. Membentuk kesadaran hukum bukanlah sebuah 
pekerjaan yang mudah. Dibutuhkan sosialisasi, transformasi pemahaman yang secara berkelanjutan  agar  
pemahaman  dapat  tersampaikan   dan   perilaku   hukum   dapat terbentuk.  Hal  ini  merupakan  suatu  
tantangan  tidak hanya bagi pemerintah atau perangkat daerah, akan tetapi juga bagi akademisi hukum. 
Faktor pendidikan dan ekonomi merupakan tantangan utama dalam mentransformasi pemahaman akan 
pentingnya hukum bagi masyarakat. Pendidikan yang tidak merata dan beragam menjadikan proses 
sosialisasi diperlukan. Hal ini yang menjadi tantangan khususnya bagi Kabupaten Tegal Posisi paralegal 
dalam suatu tatanan masyarakat adalah hal yang sangat menarik untuk dikaji. Paralegal banatuan hukum 
memebutuhkan kebijakn yang mampu meningkatkan kemahiran dalam melakukan pendampinagna hukum 
masyarakat miskin dalam  realitas sosial atau cerminan sebuah peradaban. Melalui   proses   pemberian   
pemahaman   Pembentukan Kebijakan Kemahiran Paralega Berbasi Kearifan Nilai Lokal    pada Pusbakum 
Kabupaten Tegal diharapkan mampu meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat. Para lelegal mampu 
meningkatkan kemahiran dalam mendampingi dan pendampingan hukum masyarakat miskin Kabupaten 
Tegal. Posbakum semakin memiliki kemampuan dalam meningkatkan peran, melaluiakses partisipasi dan 
manajemen pelayanan yang akuntabel berbasis pada keraifan nilai lokal kabupeten Tegal yang memuliakan 
manusia. Produkknya adalah artikel ilmiah terpublikasi di jurnal nasional terakreditasi dan atau disajikan di 
forum ilmiah nasional dan dimuat di media massa lokal. Luaran dari program ini Pembentukan Kebijakan 
Kemahiran Paralegal Berbasis Kearifan Nilai Lokal pada Pusbakum Kabupaten Tegal. 
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PENDAHULUAN 
 

Kesadaran hukum merupakan kesadaran yang lahir dari diri sendiri tanpa adanya unsur paksaan 
untuk menaati hukum. Penerapan hukum di masyarakat akan sangat efektif bahkan tidak diperlukan 
adanya sanksi manakala kesadaran  hukum  ini telah terbentuk. Melalui kesadaran hukum ini akan 
mendorong terciptanya budaya hukum yang baik serta mendukung dalam proses penegakan hukum 
sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Lawrence M. Friedmann didalam bukunya yang berjudul, 

“Sistem Hukum”. Menurutnya, ada tiga aspek yang mendukung terciptanya penegakan  hukum  yang  
efektif yakni  materi  hukum  (substance),  budaya hukum (culture) dan struktur hukum (structure) 
(Lawrence M. Friedmann, 2006). 

Krabbe  menyatakan  bahwa  kesadaran  hukum  adalah  kesadaran  atau  nilai-nilai  yang terdapat 

di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang akan ada (Achmad  Ali  dan  
Wiwie  Heryani,  2012).  Sementara  itu,  Soerjono  Soekanto  mengartikan kesadaran hukum merupakan 
persoalan nilai-nilai yang tedapat pada diri manusia tentang hukum yang ada dan atau akan ada. Akan 
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tetapi lebih menekankan kepada fungsi hukum. 

Didalam Undang-Undang No 16 tahun 2011, telah memperluas pihak selain advokat sebagai 
pemberi bantuan hukum yaitu adanya paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum. Paralegal dapat 
memberikan bantuan hukum secara litigasi apabila dalam hal jumlah advokat yang terhimpun dalam 
wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah Penerima Bantuan Hukum. 

Pada praktek pemberian layanan bantuan hukum, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum wajib 
menyertakan pendelegasian secara tertulis atau bukti adanya pendampingan dari advokat. Adapun untuk 
Mahasiswa fakultas hukum sudah harus menyelesaikan mata kuliah hukum acara dan 
pendidikan/pelatihan paralegal. 

Membentuk kesadaran hukum bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah. Dibutuhkan sosialisasi, 

transformasi pemahaman yang secara berkelanjutan agar pemahaman  dapat  tersampaikan   dan   
perilaku   hukum   dapat   terbentuk.   Hal   ini merupakan  suatu  tantangan  tidak hanya bagi pemerintah 
atau perangkat daerah, akan tetapi juga bagi akademisi hukum. Faktor pendidikan dan ekonomi 
merupakan tantangan utama dalam mentransformasi pemahaman akan pentingnya hukum bagi 

masyarakat. Pendidikan yang tidak merata dan beragam menjadikan proses sosialisasi diperlukan. Hal ini 
yang menjadi tantangan khususnya bagi Kabupaten Pemalang. 

Berdasarkan data yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah yang diterbitkan 
pada tahun 2018. Diketahui bahwa Kabupaten Pemalang memiliki Indeks Prestasi Manusia (IPM) 
terendah di Provinsi Jawa Tengah yakni sebesar 65.67. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur 

capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar meliputi kualitas hidup mencakup 
umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak. Data lainnya yang dirilis oleh BPS 
Kabupaten Pemalang pada tahun 2019 juga menunjukkan  bahwa  dari  periode  tahun  2016-2018, 
persentase  tingkat  pendidikan  penduduk yang     tamat     SMP/MTs     hingga Diploma/Universitas  
relatif  mengalami  peningkatan  setiap tahunnya, masing-masing sebesar 29,09 persen ditahun 2016, 

meningkat menjadi 34,33 persen ditahun  2017,  menurun  sedikit  menjadi  34,09  persen  di  tahun  2018 

Sebagaimana data yang telah dipaparkan di atas menunjukkan tantangan bagi perangkat desa/ 
daerah dalam membangun kesadaran hukum bagi masyarakat Kabupaten Pemalang. Utama nya bagi anak 
dan perempuan keluarga nelayan yang memiliki tingkat pendidikan relatif rendah. Melalui proses 
pemberian pemahaman hukum kepada anak dan perempuan keluarga nelayan ini diharapkan mampu 

meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat. Anak dan perempuan yang merupakan komponen 
utama dalam masyarakat dapat membentuk pemahaman hukum yang baik sebagai langkah awal bagi 
terbentuknya budaya hukum di kemudian hari. Pembentukan Kebijakan Kemahiran Paralegal Berbasis 
Kearifan Nilai Lokal pada Pusbakum Kabupaten Tegal. Selain itu, program yang ditawarkan bersifat 

variatif dan disesuaikan dengan kondisi dan situasi saat dilakukannya pengabdian nanti. 

Kegiatan program Pengabdian bagi masyarakat ini akan memecahkan masalah peningkatan 
kualitas fasilitasi P Pembentukan Kebijakan Kemahiran Paralegal Berbasis Kearifan Nilai Lokal  pada 
Pusbakum Kabupaten Tegal yang berada di Desa Kedungkelor Kabupaten Tegal. Oleh karena itu 
diperlukan tenaga ahli dalam bidang hukum terutama Bidang Hukum Paralegal , Hak Asasi Manusia, 

Manajemen bantuan hukum , dan sekaligus mampu melakukan pengembangan model pemberdayaan 
Anak Yatim dan keluarga menuju desa sehat, aman, dan sejahtera dan berkualitas hidup sehat pada desa 
ramah Anak Yatim. 

 

METODE 
 

Berdasarkan hasil diskusi dengan kedua mitra, Kerangka pemecahan masalah pengabdian ini 
adalah berbentuk pelatihan, penerapan dan pemberdayaan potensi desa dalam memberikan ebijakan 
Kemahiran Paralegal Berbasis Kearifan Nilai Lokal   pada Pusbakum Kabupaten Tegal. Bentuk kegiatan 
meliputi: 1. Observasi empiris eksistensi peserta pelatihan keluarga dan kepala keluarga 2. 
Mengidentifikasi   kebutuhan   dan   permasalahan   yang   ditemukan   dalam observasi. 3. Melakukan 

diskusi, sharing dengan para tokoh masyarakat, perangkat desa dan pelaku tokoh pemuda, tokoh 
masyarakat, tokoh agama, dalam pemberdayaan masyarakat. Dilanjutkan diskusi ilmiah dengan Lembaga 
Pengabdian Masyarakat Unnes dan TIM untuk menentukan bentuk sosialisasi dan skenario pelatihan 
dengan peserta. 4. Memberikan Pelatihan Peningkatan Hak Aliminetasi bagi Anak Yatim secara 
sistematis, berkesinambungan dan monitoring. 5. Melaksanakan  evaluasi  kegiatan  Peningkatan  Hak  

Aliminetasi  bagi  Anak Yatim sekaligus mengidentifikasi kebutuhan selanjutnya dari hasil  pelatihan yang 
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telah dilakukan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Bentuk realisasi pemecahan masalah dilaporkan sebagai berikut. Kegiatan diawali dengan awal 
April 2018 Tim melakukan komunikasi dengan pihak Desa sebagai pemberi izin pengabdian di Desa 

Kedung kelor koordinasi dengan Ketua Sedkah Subuh sesuai arahan Bapak Kepala Desa. Tim melakukan 
komunikasi dengan dengan Bapak Taryani dan Bapak Kepala Desa Adi Warnoto yang selanjutnya 
dikomunikasikan secara intens  kepada para Tim Sedekah Subuh tidak keberatan dan menyatakan boleh 
silahkan dan segera untuk koordinasi   dengan Tim untuk mempersiapkan pelaksanaaan kegiatan. 

Selanjutnya tim pengabdian mengadakan koordinasi materi yang harus disampaikan sekaligus 

personil yang siapkan. Koordinasi dilakukan terutama untuk membuat relevansi materi model percepatan 
Kedermawanan Sedekah subuh dengan pemebntukan Kedermwanan Sedekah subuh. 

Pelaksanaan pemberian materi dengan cara sederhana dengan bahasa yang mudah dipahami oleh 
peserta yaitu bersama-sama mencermati materi yang disampaikan dengan menggunakan alat bantu LCD  

yang dipermudah dengan powerpoint, yang berisi tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengetahuan 
banguan hukum dan peserta yapara Kebijakan Kemahiran Paralegal    melakukan perjalanan ke Semarang 
utuklangsung menyaksikan proses pembelajaran hukum Kedermawanan Sedekah subuh dan wisata di 
sekitar UNNES dna FH UNNES. 

Pelaksanaan diskusi dan tanya jawab disambut dengan antusias para peserta dengan beberapa 

pertanyaan   tentang bagaimana menghindari berhadapan dengan hukum. Selanjutnya mereka menonton 
film motivasi tentang FH Unnes serta mereka sangat antusias untuk besok kedepan bisa kuliah dan 
menjadi generasi muda yang handal dan penuh dengan semangat berprestasi. 

Pada sesi tanya jawab ini menunjukan bahwa para generasi muda desa  Kedungkelor sangat 
antusias dan bahkan sangat ingin sekali bisa kuliah di Unnes untuk menjadi penegak hukum. Kondisi ini  

perlu dilakukan secara berkelanjutan, sehingga hasilnya sesuai dengan apa yang di harapkan. Karena 
sosialisasi dan pemahaman yang ini baru pada tahap pengenalan dan pemahaman untuk bisa dengan 
teman –tenannya melakukan pengimbasan Kedermawanan Sedekah subuh. 

Pada sesi terakhir penegasan oleh tim dengan materi yang sama untuk diberikan Sosialisasi 
Pemahaman kesadaran ketaatan hukum dan kemauan untuk menyelenggarakan Pos Bantuan hukum   

pada generasi muda anak nelayan pantura untuk melakukan pengimbasan di lingkungan keluarga dan 
pada teman sebaya yang lain untuk dapat mengetahui dan memahami Pemahaman kesadaran ketaatan 
hukum dan kemauan untuk menyelenggarakan Pos Bantuan hukum pada generasi muda anak nelayan 
pantura sehingga terbentuk lingkungan masyarakat yang harmoni damai. Anak anak akan tumbuh 

kembang dengan norla tanpa melakukan pelanggaran hukum. 

Secara umum hasil kegiatan Pemahaman kesadaran ketaatan hukum dan kemauan untuk 
menyelenggarakan Pos Bantuan hukum   pada generasi muda anak nelayan pantura menunjukan hasil 
yang positif dengan kegiatan yang berlangsung sesuai rencana dan antusias para peserta dengan tingkat 
kemanfaatan yang tinggi. Metode menyampaian dirasakan baik dengan lebih realistis dan  pragmatis serta 

humanis. 

Dilihat dari sisi kehadiran, jumlah peserta yang mengikuti kegiatan ini cukup banyak yakni lebih 35 
peserta. Peserta terdiri dari  anak-anak Generasi muda Keluarga Nelayan Pantura yang kebetulan yaitm 
atau piatu-Kebijakan Kemahiran Paralegal .   Sosialisasi Pemahaman Pemahaman kesadaran ketaatan 
hukum dan kemauan untuk menyelenggarakan Pos Bantuan hukum pada generasi muda anak nelayan 

pantura   berjalan lancar dengan alam semesta FH UNNES. Banyaknya peserta dan antusiasnya Dipilihnya 
sasaran pengabdian ini pada kalangan   generasi muda keluarga nelayan pantura  karena p Mereka anak 
muda  tersebut yang  belum sepenuhnya tersentuh informasi mengenai Pemahaman kesadaran ketaatan 
hukum dan kemauan untuk menyelenggarakan Pos Bantuan hukum  pada generasi muda anak nelayan 
pantura Para Peserta memiliki posisi  penting dan strategis dalam menentukan arah hidup negara dan 

bangsa. Kerena masa depan mereka menjadi hal pokok dalam kelangsungan hidup negara.  Pada kalangan 
generasi muda  lebih potensial untuk mengetahui lebih dini sehingga  bisa dilakukan kepada generasi 
muda yang lain dalam   melakukan pemahaman Pemahaman kesadaran ketaatan hukum dan kemauan 
untuk menyelenggarakan Pos Bantuan hukum pada generasi muda anak nelayan pantura. Sehingga 
pengetahuan dan pemahaman tentang Pemahaman kesadaran ketaatan hukum dan kemauan untuk 

menyelenggarakan Pos Bantuan hukum pada generasi muda anak nelayan pantura dalam kehidupan 
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kesehariannya mereka bergelut dengan  informasi global dan derasnya kehidupan yang hedonis. 

Kegiatan Pemahaman kesadaran ketaatan hukum dan kemauan untuk menyelenggarakan Pos 
Bantuan hukum  pada generasi muda anak nelayan pantura  tidak hanya mengajarkan pemamannya saja 
namun lebih pada kreatifitas dan kemauan menginspirasi untuk tidak melanggar sekaligus untuk 
memberikan inspirasi pada semua generasi muda dan juga teman sebaya dalam lingnnya. Harapannya 

ada generasi muda mendapatkan pengetahuan lebih dalam mengenai Pos Bantuan Hukum manfaat daca 
memberikan monsultasi yang tepat dengan treatmen dan solusi yang  benar sehingga perlu di gunakan 
untuk hal-hal yang positif. 

Pada kegiatan pemahaman dan pengetahuan ini  generasi muda  diberikan pengertian mengenai 
hal-hal yang berhubungan dengan  hukum, Kedermawanan Sedekah subuh, konsultasi penyelesaian 

sengketa hukum, menjadi warga negara yang baik serta pembentukan pos antuan hukum. Pakar dalam 
memberikan fasilitasi Pos bantuan hukum secara ilmiah didasarkan pada konsep hukum dan data empirik   
Desa Kedungkelor Warurejo Tegal. Prof. Dr. RM. Sudikno Mertokusumo, SH, dalam tulisannya 
menjelaskan bahwa terdapat kaitan yang sangat erat antara hukum dan Kedermawanan Sedekah subuh. 

Lemaire menyatakan bahwa salah satu faktor dalam penemuan hukum adalah Kedermawanan Sedekah 
subuh sementara Krabbe menyatakan lebih jauh lagi bahwa Kedermawanan Sedekah subuh merupakan 
sumber dari segala sumber hukum. 

Scholten berpendapat bahwa Kedermawanan Sedekah subuh adalah kesadaran yang terdapat pada  
setiap  manusia  tentang  apa  hukum  itu  dan  apa  seharusnya  hukum  itu.  Masih menurut scholten, 

bahwa Kedermawanan Sedekah subuh merupakan suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita 
dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum (onrecht) serta antara yang seyogyanya 
dan tidak seyogyanya untuk dilakukan. 

Kedermawanan Sedekah subuh mengenai ada atau tidak adanya hukum merupakan kesadaran akan 
tidak berlakunya atau tidak adanya hukum yang kemudian mengakibatkan conflict of human interest. 

Onrecht atau kesadaran bahwa   tidak adanya hukum ini akan lahir setelah terjadinya konflik untuk 
menjawab mengenai siapa yang benar atau siapa yang salah dalam konflik tersebut. Kedermawanan 
Sedekah subuh akan tidak adanya hukum (onrecht) ini akan semakin menguat seiring dengan 
meningkatnya angka kriminalitas yang terjadi disekitar lingkungan kita dan massifnya pemberitaan 
melalui media massa mengenai adanya pelanggaran hukum yang terus terjadi. 

Banyak diantara masyarakat yang sesungguhnya telah sadar akan pentingnya hukum dan 
menghormati hukum sebagai aturan yang perlu dipatuhi, baik itu karena dorongan insting maupun secara 
rasional. Namun secara faktual, kesadaran tersebut tidak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari atau 
dalam praktek yang nyata. 

Pengerak utama adalah generasi muda yang di bantu oleh banyak pihak terutama Kepala Desa, LSM 
bekerjasama dengan Dinas, Lembaga Negara Perguruan tinggi. Kondisi ini akan menciptakan sinergitas 
yang terbaik dalam mewujudkan tujuan nasional negara membentuk generasi cerdas tanpa masalah 
berhadapan dengan hukum.  Berikutnya Pos bantuan hukum yang terselenggara dan terbentuk harus 
mmapu melakukan proses konsultasi dan bantuan hukum pada warga dan generasi muda untuk tidak 

berhadapan dengan hukum. 

Setiap desa memiliki Pos bantuan hukum yang digerakan oleh para generasi muda dalam Tim 
Kedermawanan Sedekah subuh yang efektif mencegah dan melakuakn penanggulangan terhadap anak 
berhadapan dengan hukum. Tim Pengabdian dari Perguruan Tinggi harus mampu dan bekerja sama 
dengan semua potensi masyarakat. Masyarakat akan hidup harmoni denghan prestasi yang tebaik 

mewujudkan kesejahteraan keadilan yang membahagiakan. 

 

SIMPULAN 
 

Berdasarkan pengamatan selama melakukan tahapan kegiatan pengabdian ini,maka tim 
pengabdian mengambil kesimpulan bahwa para peserta kegiatan menaruh perhatian yang cukup besar 

terhadap kesadaran ketaatan hukum dan kemauan untuk menyelenggarakan Pos Bantuan hukum  pada 
generasi muda anak nelayan pantura. Hal ini dapat dilihat dari antusias Siswa selama mengikuti 
sosialisasi. Selama berlangsungnya sosialisasi terdapat banyaknya pertanyaan mengenai pengetahuan 
mengenai Kedermawanan Sedekah subuh dan pos bantuan hukum bahkan ada beberapa pelajar yang 
antusias menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan berpresasi dengan taat hukum.   Mereka sangat ingin 

menguasai cara memberikan konsultasi hukum. Sehingga ketika datang ke FH Unnes ingin sekali bisa 
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kuliah meski bukan dari keluarga mampu. Inilah yang menjadi catatan Tim pengabdian masyarakat 
ungtuk merealisasikan niata dan keinginan Mereka untuk jadi ahli hukum yang memberikan bantuan 
hukum. 
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